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BUPATI TAPANULI TENGAH

PERATURAN BUPATI TAF’AN‘ULI TENGAH

NOMOR:/8, 7/} 2011

'T'ENT ANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Menimbang: a.

‘Mengingat:

" -

(.

" DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAPANULI TENGAH,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 171 ayat (3) Undang-
undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
periu ditefapkan Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf "a” di atas, periu ditetapkan
dalam suatu Peraturan Bupati, tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi;

. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndoneS|a Nomor
1002);

Uridang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentarig Pajak Daerah dan

- Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik !ndonesia Tahun 2009

Nomor: 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan - Perundang—Undangan (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 fentang Pemerintahan Daerah
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(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2008 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. ‘Peraturan Pemeriniah Nomor 69 Tahun 2010 fentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5161); ' : '

6. Peraturan Pemerintah Nomor. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
- Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republiik Indonesia Nomor 4737); -

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
4741),

9. Peraturan Pemerintah Nomor-58 Tahun 2005 tentang Pengeloloaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor
4578); '

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 2006 tentang Prosedur
- PenyusunarnProduk Hukumy Daerah:; - -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPAT! TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN

PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.

2. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum
yang mempunyai batas-batas. wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia. :

3. Pemerintashan Daerah adalah -penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
. Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Qtonomi
dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam: sistem dan




o,

s

C

10.

1.

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dafam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah. '

Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah. :

Pejabat adalah pegawai yang diberi tiJgas tertentu di bidang pajak dan retribusi
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Tapanuli Tengah.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi Wajib kepada
Daerah yang terulang oleh orang prbadi atau Badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperiuan Daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
Badan. )

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Obyek
dan Subyek pajak dan retribusi, penentuan besamya Pajak dan Refribusi yang
terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan refribusi kepada wajib pajak atau
wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Insentif pemungutan pajak dan retribusi, yang sefanjutnya disebut Insentf adalah
tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinefja tertentu
dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan. rasionalitas disesuaikan
dengan besamya tanggung jawab. -
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BABII
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Bagian Kesatu
Penerima Insentif
Pasal 3
Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.

Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan
kepada: : ‘ :

a. Pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut Pajak dan Retrbusi sesuai
dengan tanggung jawab masing-masing;

b. Kepéla Daerah dan Wakil Kepala Daerah }sébagai penanggung jawab pengelola
keuangan Daerah; ,

c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan Daerah;

d. Pemungut Pajak Bumi dan B‘anguhan ‘pada tingkat Desa/Kelurahan dan
Kecamatan, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana
pemungut Pajak; dan

. Pihak lain yang membantu Instansi pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi,
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Pemberian Insentif kepada Kepafa Daerah, Weakit kepala Daerah, dan” Sekretaris
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf ¢ dapat diberikan

dalam hal belum diberakukan ketentuan mengenal remunerasi di Kabupaten
Tapanuli Tengah

Pasal 3

Insentif dapat dlbenkan kepada instansi pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi
apabila mencapai target kinerja per triwulannya.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk
meningkatkan:

a. kineqja Instansi;

'b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;

c. pendapatan daerah; dan
d. pelayanan kepada masyarakat.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per tiwulan
pada awal triwulan berikutnya.

Dalamhaltargetloneuasuammulanhdaktermpal makalnsenhftersebut

dibayarkan pada awal friwulan berikutnya yang telah mencapai taiget kinerja triwulan
yang ditentukan.

Dalam haltarget kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, maka
tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan pada triwulan sebelumnya.

Bagian Kedua.
Sumber Insentif
Pasal§
Insentf bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi Daeralx:

Bagian Ketiga
Besaran Insentif
| Pasal6
Besamya Insentif adalah sebesar 5% (lima perseratus);

Besaran {nsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenan.

Pasal 7

Besamya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf
a, huruf b, dan huruf ¢ untuk setiap bulannya dikelompokkan realisasi penerimaan
Pajak dan Refribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan paling tinggi 6
(enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

Besamya pembayaran Insentif untuk pemungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
sektor Perdesaan dan Periotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)

huruf d ditetapkan paling tinggi 5% (lima perseratus) dan besamya Insentif yang
dltempkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6.
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(3) Besamya pembayaran lhsentif untuk pihak lain yang membantu instansi pelaksana
pemungut Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf
e ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besamya Insentif
yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6. :

(4) Apabia dalam realisasi pemberian Insentf berdasarkan ketentuan sebagaimana
dimaksuct padar ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai
penerimaan daerah. o

Pasal 8

Penerimaan pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 -ayat (2) dan
besamya pembayaran Insentf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Daerah. '

. BABI
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal9

(1) Kepala instansi pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi menyusun penganggaran
Insentif pemungutan Pajak dan/atau Refribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6.

(2) Penganggaran Insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikelompokkan kedalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan berdasarkan jenis
Belanja Pegawai, obyek belanja Insentif pemungutan Pajak serta rincian obyek
belanja pajak.

(3) Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikelompokkan kedalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan berdasarkan jenis

Belanja Pegawai, obyek belanja Insentif pemungutan Retribusi serta rincian obyek
Retribusi.

Pasal 10

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Refribusi pada akhir tahun anggaran telah
tercapal atau terampaui, pembayaran. Insentif belum dapat dilakukan pada tahun
anggaran berkenan, perberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang
pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan kétentuan perundang-
undangan. '



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah,

Disahkan di Pandan
Pada tanggél 9 ‘

BUPATI TAPAN
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